
BUPATI NGANJUK 

BUPATINGANJUK 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 
NOMOR '(_ffAHUN 2016 

TENTANG 

PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN 
SE KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGANJUK, 

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan amanat strategj 
pembangunan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 20 J 3 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah 1\thun 
2014-2018, maka untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan 
pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan dan konsistensi antara hasil prioritas Mutirenbang 
dengan alokasi APBD maka perlu mengatur Pagu (ndikalif 
Kewilayahan setiap Kecamatan Tahun 2018 de ngan Pera tu ran 
Bupati . 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Ta hun 2004 ten tan g 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N omor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent8ng Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negarn 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TamLahan 
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tan g Pcrnbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 



• 

• 
Menetapkan 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali Lerakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 201 5; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Lentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan; 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah bebera pa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian, 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

10 . Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Daerah Kabupaten nganjuk Tahun 2005 - 2025; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2014-2018; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 201 7; 

14 . Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2016 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 201 7 . 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN 
KECAMATAN SE KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupa1.en Nganjuk; 
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk; 
3 . Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat 

daerah Kabupaten; 
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4. Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan yang selanjutnya 
disebut PIK Kecamatan adalah sejumlah palokan balas 
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yan g 
penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh m ekani sme 
partisipatif melalui Musrenbang kecamatan den gan 
berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program; 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkut OPD 
a dalah perangkat daerah parla pemerintah ciarrah sehk11 
pengguna anggaran/ pengguna barang; 

6. Luas Wilayah a d alah keadaan suatu wilayah yang dihilung 
berdasarkan luas wilayah suatu kecamatan; 

7. Jumlah penduduk adalah keadaan suatu penduduk yan g 
dihitung berdasarkan jumlah penduduk suatu kecamatan ; 

8. Jumlah desa / kelurahan adalah jumlah desa/kelu rah an yang 
ada dalam satu kecam atan; 

9. Rumah Tangga Miskin Renlan Ka bupaten Nganjuk adala11 
jumlah rumah tangga miskin yang bersumber dan data yang 
ada di Bappeda Kabupaten Nganjuk (PBDT 2015-Kabupaten 
Nganjuk) 

10. Panjang jalan adalah seluruh panjang jalan di wilayah 
kecamatan yang menghubungkan antar Kecam atA.n dan antar 
desa; 

11 . Jarak dengan Kabupaten adalah Jarak yang ditem puh dar i 
Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten Nganjuk; 

12 . Jumlah Sekola h Negeri adala h jumlah sekolah negeri TK, SD, 
SMP; 

13. Luas baku sawah adalah luas sawah iriga si Lekn is dan 
setengah teknis; 

14 . Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan 
Selanjutnya di sebut PBBP2 adalah Pajak Bumi clan Bangu nan 
yang dibayarkan oleh masyarakat kcpada Negara, 

15. Prociuk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita kecamatan 
adalah nilai dari hasil pembagian pendapatan regional den gan 
jumlah penduduk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). 

16. Indeks adalah angka untuk menyederhanakan tingkat 
kelompok variabel dalam klaster-klaster 

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2 

Tujuan diberikannya PIK Kecam atan adalah a gar kecarn r- Lan 
dapat mengusulkan program /kegiatan yang menyen tuh 
kebutuhan langsung masyarakat sesuai priorita hasil 
Musrenbang Kecamatan dan dianggarkan dalam APBD . 

I 

A 
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BAB Ill 

RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA PIK KECAM ATAN 

Pasal 3 

Rumusan untuk menghitung besarnya PIK bagi setiap 
kecamatan : 
1. Alokasi Dasar PIK per Kecamatan (AD-PIK) = 10% x belanja 

langsung (n -lJ - (DAK Fisik (n-1J -OAK Non fi s ik di Belai1ja 
Langsung -BK Prov(n-1) - BLUD(n-1J - 50% DBHCHT(n-lJ - DANA 
KAPITASI (n-1)) 

DAK = Dana Alokasi Khusus 
BK Prov 
BLUD 
DBHC-HT 
KAPITASI 

Bantuan Keuangan Provinsi 
= Bada n Layanan Umum Daerah 
= Da n a Bagi Hasil Cukai Hasil Tcmbakau 

Penyediaan Bia ya U paya Keseh at.an 
Ma syarakat 

(n-1) Satu tahun sebelum tahun 
perencanaan 

2. Pagu per kecamatan: 
a. Rumusan Pagu lndikatif Per Kecamatan : (PI PK) = (AD-PII ) 

(PK). 
PIPK 
AD-PIK 
PK 

= Pagu Indikatif Per Kecamatan 
= Alokasi dasar pagu indikatif Kecamatan 

Nilai Proporsi Kecamatan 

b. Rumusan penetapan nilai Proporsi kecamatan (PK). 

C. 

PK = 8 1 PI 1 + B2PI2 + ...... ... +810Pl 10 
B 1, B2, .. .. Bi 
Pli, Pb, .. PL 

Bobot Variabel ke i, i = 1,2 ,3 .. ,10 
= Proporsi Indeks variabel yai t u indeks ke-i 

suatu kecamatan dibagi den gan jumlah 
indeks ke i seluruh kecamat..a n. 
i = 1, 2,3 .. ...... ,10 . 

Formula Proporsi Indeks (PI) kecamatan : 
1) PI LW = Indeks Luas wilayah Kecamatan 

Total lndeks Luas Wilayah 
2) PIJP Indeks jumlah 12enduduk kecamatan 

Total Indeks Jumlah penduduk 
3) PI JDK Inde ks Jumlah d esal k e l. S e Kee. 

Total indeks desa/ kel. 
4) PI RTM = Indeks RTM Kecamatan 

Total Indeks RTM 
5) PI PJ = Indeks Panjang jalan di Keca matan 

Total Indeks Panjang jalan 
6) PIJKK = Indeks Jarak dengan 12usat Kab. 

Total Indeks seluruh Jarak 
7) PIJSN = Indek Jumlah Sekolah Negeri di Kee . 

(TK, SD , SMP,) 
-----

Total lndeks Sekolah Negeri 
8) PI LBS = Indeks Luas Baku Sawah d i Kee. 

Total Indeks Luas Baku Sawah 
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9) PI PBB = Indeks Pajak yang Diterima Kee. 
Total Indeks Pajak Diterima 

10) PI PDRB = Indeks Produk Domestik Regional Bruto 
Kee. 
Total lndeks Produk Domestik Regional 
Bruto 

Keterangan: 
PI Proporsi Indeks 
Total Indeks Jumlah indeks variabel tertentu dari 

semua kecamatan (20 Kecamatan) 

d. Definisi variabel, lndeks, simbol dan bobot variabel: 

No. Variabel (V) 
Indeks 

Bobo\7 
Vari.abel (B) 1 

Nama Simbol Simbol % 

1 Luas wilayah LW Il Bl 10 I 

2 Jumlah penduduk JP 12 B2 15 

JDK Jumlah desa / 
3 13 133 10 I kelurahan 

I Jumlah Rumah JRTM 
4 14 B4 10 I Tangga Miskin 

I 

5 Panjang jalan PJ 15 I BS L5 I 

Jarak dengan JKK I 
I 6 16 I 136 I 5 

Ka bu paten I 
I I ' 

Jumlah Se kolah JSN 
7 17 B7 10 

Negeri 

8 Luas baku sawah LBS 18 B8 5 

Pajak Bumi dan PBB 
9 19 B9 5 

Bangunan 

Produk Domestik PDRB I 
10 110 I Regional Bru to 

810 15 
: 

e. Definisi variabel,bobot variabel, pengelom pokan nilai 
variabel dan nilai indeks masing-masing variabel sebaga i 
berikut: 
1) Variabel luas adalah luas wilayah kecamatan 

berdasarkan data luas wilayah keeama tan yang ada 
dalam Buku Nganjuk Dalam Angka 

Pengelompokan nilai variabel dan indeksnya sebagai 
beriku t: 

Variabel Luas Luas (Ha) Nilai 
Wilayah Indeks 

-
Bobot : 10% 1-3 .000 1 

3 .001-6 .000 2 
6.001-9.000 3 

9.001 -12 .000 4 

12.001 - 15.000 5 
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2) Variabel jumlah penduduk adalah jumlah penduduk 
yang bersumber Badan Pusat Statistik hasil sensus 
atau olah sensus dalam buku Nganjuk Dalam Angka 

Variabel Jumlah Jiwa Nila i 
Penduduk Indeks 

Bobot : 15% 1-20.000 1 
20.001-40.000 2 
40.001-60 .000 3 
60.001 -80.000 4 

I ~80. 001 5 

3) Variabel jumlah desa/kelurahan berdasarkan data dari 
bagian pemerin tahan se bagaimana dalam buku 
Nganjuk Dalam Angka 

Variabel Jumla h 
Desa / Kel 

Bobot : 10% 

Desa/ Kel 

1-5 
' 6-10 
11-15 
16-20 
21 -25 

-----fsl Nilai 
Indeks 

I 

I 
I 

1 

2 
3 

4 
5 

I 

I 

4) Variabel Rumah Tangga Miskin Rentan Kabupaten 
Nganjuk adalah jumlah rumah tangga miskin yang 
bersumber dari data yang ada di Bappeda Kabupaten 
Nganjuk (PBDT 2015-Kabupaten Nganjuk) 

Persentase Nilai 
--i 

I Variabel RTM In deks 
I 

Bobot : 10% 0 - 3.760 1 
3 .76 1 - 5.930 2 
5.931 - 8.100 3 

I 
8.101 - 10.270 4 

I 10.271 - 12.500 5 

5) Variabel panjang jalan adalah jumlah panjang jalan 
yang bersumber dari Dinas PU Bina Marga Daernh 
Kabupaten Nganjuk sebagaimana dalam Buku Nganjuk 
Dalam Angka 

Variabel Panj ang Km Nilai 
Jalan Indeks 

Bobot : 15% 1-32 1 
33-64 2 
65-96 3 

97- 128 4 

~129 5 ---
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6) Variabel Jarak dengan pusat Kabupaten a dalah jarak 
suatu kecamatan dengan pusat kabupaten yang 
bersumber dari Dinas PU Bina Marga Daerah 
sebagaimana dalam buku Nganjuk Dalarn Angka 

Variabel Jarak dg 
Pusat Kabupaten 

Bobot : 5% 

Km 

1-7 
8-14 
15-21 
22-28 
29-35 

Nilai 

Indeks -I 
l I 
2 

I 
3 ' 

~ ! 
_ 5 _ _J 

7) Variabel Jumlah sekolah negeri (TKN, SDN, SMPN) , 
Sekolah Negeri adalah Jumlah sekolah negeri dibawah 
Kementerian Pendidikan Nasional yang bersumber dari 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah 
Kabupaten Nganjuk 

------ -
Variabel Jumlah Lembaga l Nilai 

Sekolah N egeri lndeks 

Bobot : 10% 1- 13 1 
14-26 2 
27-39 3 
40-52 4 

53-65 5 

8) Variabel luas baku sawah adalah jumlah luas baku 
sawah yang bersumber dari Dinas Pertanian Daerah 
Kabupaten Nganjuk 

Variabel Luas Baku Luas (Ha) Nilai 
I 

I 

Sawah Indc:ks I 

Bobot : 5 % 1-1.000 1 

1.001 -2.000 2 
2 .001-3.000 3 
3.001-4.000 4 I 4 .001 -5 .000 5 

9) Variabel PBBP2 adalah jumlah Pajak Bumi dan 
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diterima 
Pemerintah Kabupaten Nganjuk dari k ecamatan yang 
datanya bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganj u k 
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Variabel 
Pajak Bumi 

dan Bangunan 
(PBB) 

Bobot : 5% 

PBB (Rp) --~-Nilru l 
In deks 

1-750. 000. 000 
750 .000 .001 - 1.500.000.000 2 
1.500.000.001 -
.250 .000.000 3 

I 
1.250.000.001 - j 
.000 .000 .000 4 
3. 000. 000. 00 l -

'-------------'--3_. 7_s_o_ .. _o_o_o_.o_o_o ____ __,_ __ s _ 

10) Variabel PDRB per kapita kecamatan ADHB a da lah 
nilai dari hasil pembagian pendapatan regional denga n 
jumlah penduduk Atas Dasar Hn.rga Berlaku 
berdasarkan data BPS Kabupaten Nganj uk tahun 20 + 

Variabel PDRB per kapita Nilai I 
PDRB Kecamatan ADHB lndeks 

I per kapita (Rp) 
kecamatan I 

ADHB 

Bobot: 15% 10.000.000-15.000.000 5 
15.000.001 -20 .000.000 4 

20.000.001-25 .000.000 3 I 
25.000.001-30 .000.000 2 

I 30.000.001 -35.000.000 1 

Pasal 4 

Besar PIK masing-masing kecamatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dengan pembulatan 
dalam ribuan terdekat serta merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

PENGGUNAAN PIK KECAMATAN 

Pasal 5 

PIK Kecamatan digunakan untuk menampun.a us1.,tlan 
program / kegiatan yang menyenluh kebutuhan hngsung 
masyarakat yang merupakan prioritas usulan pembangunan hasil 
Musrenbang Kecamatan. 
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Pasal 6 

(1) Usulan program/kegiatan yang berasal dari PIK Kecamatan 
diverifikasi oleh SKPD Teknis yang membidangi dalam foru m 
SKPD dan dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten ser ta 
dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 
Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan clan Be lanja 
Daerah . 

(2) Usulan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipriorita skan 
untuk dianggarkan dalam APED 2018 melalui Pos Anggaran 
SKPD Teknis yang m embidangi . 

(3) Jenis progra m /kegiatan PIK per kecamatan mengacu padH 
program prioritas pembangunan daerah dengan alokasi: 
a. Bidang infrastruktur kurang lebih sebesa r 70% (tujuh 

puluh persen) dari pagu indikatif kecamatan . 
b. Bidang ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat kurang 

lebih sebesar 5 % (lima persen) dari pagu indikatif 
kecamatan . 

c. Bidang pendidikan kurang lebih sebesar 15% (lima belas 
persen) dari pagu indikatif kecamatan. 

d. Bidang kesehatan kurang lebih sebesar J 0% (sepuluh 
persen) dari pagu indikatif kecamatan. 

(4) Jenis usulan kegiatan PIK kecamatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) penggunaannya diprioritaskan untuk: 
a. Bidang infrastruktur yang merupakan a set dan 

kewenangan pemerintah daerah, digunakan u n tuk : 
1. Pembangunan / reh abilita si jalan poros desR yang 

menghubungkan antar desa; 
2. Pembangunan/ rehabilitasi jembatan an ta r dcsa; 
3. Pembangunan/ rehabilitasi tembok penahan badan 

jalan/jembatan antar desa dan saluran irigasi sekunder; 
4 . Pembangunan/ reh abili tasi prasarana per sampahan. 
5 . Pem ban gun an/ rehabili tasi prasarana air bcrsih dan 

sanitasi; 
6. Pem ba ngunan / r eha bili tasi prasarana pasar pem erin ta h 

daerah; 
7 . Peningkatan infrastruktur lingkungan perkotaan 

kecamatan; 
8. Peningkatan infrastruktur lingkungan kelu rahan. 

b. Bidang ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat dapal 
digunakan untuk: 
1. Pelatihan dan pemberdayaan bagi pet ani, peternak , 

industri kecil dan U saha Mikro (UM) ; 
2. Pelatihan Peningkatan kualitas dan produ kti vitas tenaga 

kerja; 
3. Kegiatan yang bcrsifat padal ka rya. 

c. Bidang pendidikan digunakan untuk peningkatan sarana 
dan prasarana TK/ SD / SMP dan UPTD Dikpora: 
1. Pembangunan/rehabilitasi gedung; 
2 . Penam bahan ruang kelas baru; 
3. Pembangunan/rehabilitasi ruang perpustakaan; 
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4. Pembangunan / rehabilitasi ruang laboratorium; 
5 . Pengadaan meubelair; 
6 . Pembanguna n / rehabili tasi mushola; 
7 . Pemba n guna n / reh a bili tasi pra sa rana olah raga; 
8. Pembangunan/ rehabilita si MCK; 
9 . Pembangunan pagar sekolah ; 

d. Bidang kesehatan digunakan untuk pemban gunan/ 
rehabilitasi serta pengadaan dan peningkata n sarana da n 
prasarana Kesehata n : Ru mah Dinas Dokter , Pu kesmas 
dan Puskesma s pemba ntu . 

Pasal 7 

Perhitungan dan proporsi PIK Kecamatan sebagaim a na tercantum 
dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang m erupaka n satu 
kesatuan dan bagian yang tida k terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini . 

BABV 

PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pa da tanggal diundangkan 
Agar setiap orang m engetahuinya, m em erinta hkan pengundangan 
Peraturan Bupa ti ini denga n pen empa ta nnya dalam Bcrita Daerah 
Kabupaten Nganjuk. 

Ditetapkan di Nganjuk 
pada tanggal i.o _ , 'L. ,-;2.-Dl ~-

BUPATI NGANJUK, 

TAUFIQUR 


